
, GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PER,ATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHIJN 2OO1

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROPINSI NUSA TENGGAM IMUR

Menirnbang : a.

b.

Mengingat : '1 .

c.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor B4
Tahun 2000 tentang Pedoman organisasi perangkat Daerah telah
dibentuk Peraturan Daerah propinsi Nusa Tenggaia Tjmur Nomor g
Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi din Tata Kerja Dinas
Propinsi llusa Tenggara Timur ;

bahwa untuk lebih meningkatkan hasrl pelaksanaan tugas-tugas Dinas
sebagai Perangl<at Daerah agar dapat berhasil guna dan berOiya guna,
maka perlu membentuk Organrsasi dan Tata Ker.1a Unit pejaklana
Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nraka perlt_.r rnenetapkan
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pembentul<an
organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis DinaJ propinsi Nr.rsa
Tenggara Timur ,

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1g5g tentang pernbentukan
Daerah-daerah Tingkat i Bali, Nusa Tenggara Barai dan Nlusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor i 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1649) 

;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok_poliok
Kepegawaiaan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diuoah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Altas
lJndang-undang Nomor B Tahun 1924 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor .1'69, Tambatran
Lembaran Negara Nomor 3890) ;

Undang-undang Nomor 22 fahun lggg tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negar:r Tahun 1g99 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3.



4,' Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Kbordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara

Tahun 19BB Nomor'10, Tarnbahan Lembaran Negara Nomcr 3373) ;

5. 'Periaturan Pemerintah 'Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewer:angan Propirisi seltagai Daerah

Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambalran

Lembaran Negara Nomor 3{t56) ;

6. Peraturan Pemerintalr Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(LembarAn Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembarart

Negara Nomor 4018) ,

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Perrgundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur oleh

Sekietaris Daerah (Lembaran Daerah Tahun 20OO l'';crtlor 264 Seri t)
Nohor 264)',

9. Peraturan Daerah Nontor 9 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatp Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAfiAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

l/enetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA. TEKNIS DINAS PROPINSI NUSA TENGGAM TIMUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal '1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1, Daerah adalah Prt:pinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timr,rr

3. Gubernur adalah (iubernur Nusa Tenggara Timur,
4, Dinas adalah Dinas Propinsi Nusa Tenggara Tirnur
5. Keoala Dinas adalah Kepala Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur
6. Unit Pelaksana l'eknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis'Dinas Proprnsi l',lusa

Teriggaia Timur yang selanjutnya disingkat UPTD,

I
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Organisasi dan Tata Kerja UPTD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini

adalah :

1. UPID Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah
Manggarai, Ngada, Ende Dinas Perhubungan Propinsi di Ruteng ;

2. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sikka

Flores Timur dan Lembata Dinas Perhubungan Propinsi di Mar',mere ,

3. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah
Daratan Timor, Rote dan Alor Dinas Perhubungan Propinsi di Kupang ;

4. UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sumba
Barat dan Sumba Timur Dinas PerhL,rbungan Propinsi di Waingapu ,

5. UPTD Pengembangan Kegiatan Belalar Dinas Pendidikan oan Kebudayaarr
Propinsi ;

6. UPTD Museum Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
7. UPTD Pengkajian dan Pengembangan Kesenian Daerah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Propinsi ;

8. UPTD Tofinologi dan lnformasi Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi ;

9 UPTD Bahasa Dinas Pendidikan dari Kebudayaan Propinsi ;

10. UPTD Arkeologi, Kajian Sejarah dan,Nilai-Nilai Tradisional Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi I

- i 1. I.JPTD Perbenihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi i

- 12. UPID Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Propinsi ; l

-13. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi i3enih Dinas Pedanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Propinsi ;

14. UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Proteksi Tanaman Dinas Perkebunan
Propinsi :

'15. t.,lPTD PqnCapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten. / Kota Kupang di
Kupang; .

16. UPTD Penclapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan di

So'e ;

17. UPTD Penclapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Timor Tengah UtarJ di

18. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Belu di Atambua ,

19. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi ,

20. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Flot'r:s Timur dan
Lembata di Larantuka ;

21. UPTD Pendapatan Daerah Propinsl Wilayah Kabupaten Sikka di Maumere ,

22. TJPID Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Ende di Ende ;

23. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Ngada oi Bajaw-a ;

24. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilrlyah Kabupaten N4anggarai di Ruteng ,

25. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Sumba Timur di

Waingapu ,

26. UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah l(abupaten Sumba Barat di

Waikabubak;
27, UfiO Laboratorium Pembinaan dan Penguiian Mutu Hasil Perikanan Dinas

Perikanan dan Kelautan ProPinsi ;
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28. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang Dinas Perikanan dan Kelar.rtan
Propinsi ;

29. UPTD Penyidikan Penyakit Hewan Dinas Pete"nakan Propinsi ;

30. UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak Dinas Peternakan
Propinsi ;

31. UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Dinas TenaSa Kerja dan Transrnigrasi Propinsi ,

32. UPTD Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Dinas Tenaga Kerla Can
'Iransmigrasi Propinsi ;

33. UPTD Pelatihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Drnas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Propinsi ,

34. UPTD Panti Pengembangan dan Penyantunan sosial Dinas sosial Propinsi ,

35. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Propinsi ;

36, UPTD Bina Profesionalitas Pekerjaan Sosial Dinas Sosial Propinsi ;

37, UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi ;

38. UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi ;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD merrrpakan unsur pelaksana operasional dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala
yanq berada di barvah de.n,!-eflanggung jawab kep-qQa.-Kepala Dinas,..,-._

P asal 4

UPTD mempunyai tugas :

a, melaksanakan kewenangan Propinsi yang ada di Kabupaten / Kota berdasarkan
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. melaksanakan tugas-tugas teknis tertentu Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, UPTD

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya i

b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c, pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup lugasnya.

Pasa,l 6

UPTD Dinas Perhubungan Propinsi terdiri atas :

1. UPTO Perijinan dan Pengawasan Lalu Lir tas dan Angkutan Jalan Wilayah Manggarai,

Ngada dan Ende di Ruteng; i

2, UFTD P6rijinan dan l)engawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sikka, Flotint

dan Lembata di Mauntere ;

3 UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Daratan

Timor, Rote dan Alor ,ii Kupar€ ;

4. UPTD perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Sumba Timur

dan Sumba Barat di V/aingaPu ;

mempunyai tugas memberi ilin aan mengawasi kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

.esuii'Olngariketentuan Peiaturan Perundangan-undangan dan kebijakan yang ditetapkan

oleh Gubernur.

't--t/
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4. pelaksanaan pemantapan mutu laboratorium di Propinsi Nusa Tenggara Timur :

5. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi Lrrusan umum, perlengkapan
keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

BAB IV

ORGP,NISASI

Pasal 54

UPTD terdiri ataS Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
Susunan Organibasi UPTD Propinsi terdiri atas:
a, Kepala ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi i

d, Kelompok Jabatan Fungsional.

I

Pasal 55

(1) Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Wilayah Manggarai, Ngada, Ende Dinas Perhubungan Propinsi di Ruteng terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi terdiri atas : r

1, Seksi_Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayal'r Manggarai ;2. seksi Perijinan, Pengendalian dan pengawasan wilayah Ngadl ;

3. Seksi Perijinan, Pengendalian dan pengawasan wilayah. Ende

(2) Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Wilayah Sikka, Flores Timur dan Lembata Dinas Perhubungan Propinsi ol Maumere
terdiri atas :

a. Sub Bagian Tar:a Usaha ;

b. Seksi terdiri alas :

1. seksi Perijinan, Pengendalian dan pengawasan wilayah sikka ;2. Seksi Perijirtan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Flores Timur ;

, 3. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan \{ilayah Lembata.

(3) Susunan Organisasi UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Wilayah Daratan Timor, Rote dan Alor Dinas Perhubungan Propinsi di Kupang terdiri
atas :

a. l'iub Bagian Tata Usaha ;

b. rieksi terdiri atas :

1. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Kupang ;

2. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah TTS ;

3. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah TTU ',

4, Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Belu ;

5, Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Alor ;

6. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Rote.

(4) Susunan Organisasi UPTD Perilinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Wilayah Sumba Barat dan Sumba Timur Dinas Perhubungan Propinsi di Waingapu :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi terdiri atas : , 
'

1. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawa5an Wilayah Sumba Tirnui';
2. Seksi Perijinan, Pengendalian dan Pengawasan V/ilayah Sumba Barat
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(5) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan
l(ebudayaan Propinsi terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi'terdiri atas :

1. Seksi Program, Data dan Evaluasi ;

2, Seksi Pelayanan Teknis.

(6) Susunan Organisasi UPTD Museum Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi terdiri atas :

1, Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi ;

2, Seksi Edukasi dan Publikasi

(7) Susunan Organisasi UPTD Pengkajian dan Pengembangan Kesenian Daerah Dinas
'Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi terdiri atas :

1. $_efsi Seni Pertunjukan ;

2, Seksi Seni Rupa

(8) Susunan Organisas,i UPTD Teknologi dan lnformasi Pendidikan dan Kebudayaan Dinas
Pendidikan dan Ketrudayaan Propinsi terdiri atas :

a. Sub Bagian Tatiir Usaha ;

b, Seksi terdiri atas :

1. Seksi Pregram, Data dan Evaluasi ;

2. Seksi Belajerr Jarak Jauh.

(9) Susunan Organisasi UPTD Bahasa Dinas'Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdirr
atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ; t

b. Seksi terdiri atas :

1, Seksi Program, Data dan Evaluasi ;

2. Seksi Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra lndonesia dan Daerah ;

(10) Susunan Organisasi UPTD Arkeologi, Kayian Sejaralr dan Nilai-nilai Tradisional Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ; I

b. Seksi terdiri atas :

1. Seksi Program, Data dan Evaluasi 
;

/ 2, Seksi Pelayanan Teknis, 
\

/
JU) Susunan Organisasi UPTD Perbenihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Propinsi terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi terdiri atas :

'1. Seksi Produksi Benih Padi ;

2, Seksi Produksi Benih Palawija ;

3. Seksi Produksi Benih,Hortikultura dan Aneka Tanaman.
.i

(12) Susunan Organisasi UPTD Proteksi Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Florlikultura Propinsi terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

tr. Seksi terdiri atas :

1. Seksi Pengkajian Pengendalian Harna Terpadu Tanaman ', 'l
2. Seksi Pengkajian Agensia Hayati, Pestisida Nabati dan Pupuk Organik.

I

I

i

I

i

I

l

i

I
I
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(13) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi terdiri atas :

a, Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi terdiri atas :

1. Seksi Pengawasan Benih ;

2, Seksi Sertifikasi Benih ;

3. Seksi Pengujian Benih,

(14) Susunan Organis;asi UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Proteksi Tanaman Dinas
Perkebunan Propinsi terdiri atas :

a. Sub Bagian Tilta Usaha ;

b. Seksi terdiri atas :

1, Seksi Sararna dan prasarana 
;

2. Seksi lntensifikasi Tanaman ;. 3.,- Seksi Agensia Hayati dan Bio pestisida.

(15) Susunan Organisasi UPTD Pendapaian Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten / Kota
Kupang di Kupang terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi terdiri atas :

1, Seksi Pendaftaran, Evalqasi dan Verifikasi,
2. seksi Penetapan pajak wilayah Daratan Kupang dan Semau ;3. Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapaian lain-lain Wilayah Daratan

Kupang dan Semau ;

4. Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak, Retribusi, pendapatan Lain-lairi
Wilayah Rote;

5. Seksi Penetapan dan Penagihdrn Pajak, Retribusi, pendapatan Lain-lain
la/ilayah Sabu ;

(16) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Kabupaten Trm.r
Tengah Selatan di Soe terdiri atas : 

- I- -

a, Sub Bagian Tata Usaha ; t

b. Seksi terdiri atas :

1, Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi.
2, Seksi Penetapan pajak 

;

3. seksi Penagihan Pajak, Retribusi, pendapatan Lain-lain.
1(17) Susurian Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilaya,h Kabupaten Timor

Tengah Utara di Kefamenanu terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi terdiri atas:
1. Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi.
2. Seksi Penetapan Pajak i

3. Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, pendapatan Lain-lain.

(18) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah l(abupaten Betu di
Atambua terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi terdiri atas :

1. Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi.
2. Seksl Penetapan Pajak;
3. Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, Pendapatan Lain-lain.

L,'/
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(38) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium

atas :

a. Sub Bagian tata Usaha ;

b. Seksi terdiri atas :

1, Seksi Mikrobiologi dan Serologi ;

2l

Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi terdirl

2, Seksi Kimia dan Patologi ;

3.SeksiHewanPercobaan,Media<lanReagensia;
4. Seksi Kesehatan Lingkungan'

Pasal 56 
i

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan uPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan'

Pasal 57

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dirnakr,'ud pada pas?i 56 Peraturan Daeralt

ini, terdiri dari sejumlah tenaga ouiu, jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagat

keiompok sesuai dengan bidang keahliannya'

(2)Setiapkelompokseba-gaimanadimaksudpadaayatipasalinidipimpinoiehSeorang
tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD melalui Kepala

Dinas.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ditentukan O'erdasarXan XeOulufran dan beban kerja yang diatur

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BAB V

TATA KERJA \,//

Pasal 58

Daram meral<sanakan tugasnya, UprD wajib menerapkan prinsip Koordinasi lntegrasi dan

sinkronisasi.uaik daram ringkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan

tugas nrasing'masing.

Pasal 59,

(1)KepalaUPTDdalammelaksanakantugasnyaharusberdasarkanxebijakanyang
ditetaPkan oleh Gubernur ;

(2) (r,rpal? uPTD berkewajiban memberikan peturrjuk' membina' membimbing dan

mengawasrpekerjaandariunsur.unsurp,embantudanpelaksanayangber.adadalarn
lirrgkunga. ti-0;;Fberdasarkan petunjuk operasiona I Ke pa I a D i na s'

Pasal '60

setiap Pimpinan satuan org"nirrri dalam lingkungan UPTD rvajib mengawasi bawahannya

masing-masing Jil. oir" tirjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlykan rurr.iaengan perituran perundangpundangan yang berlaku

n'L.

I

i

t\

ayat 1 pasal Ini

sesuai dengan
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Pasal 61

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagainrrn! t.r.rntum dalam lampiran merupakan bagian
' yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

I

BAB VI

PENGANGKATAN DAI.I PEMBERHENTIAN /

Pasal 62

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD diangkat darr

diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi syarat.

:
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

, Pasal 63

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peratu;'an Daerah ini akan ditetapkan lebih lanlut
oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya,

(2) Dengan Peraturan Daerah ini maka peraturan Perundang-undarrgan tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebelumnya dinyatakan tidak berlaku

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah in

dengan menempatkannya dalam Lembarah Daerah Prop,insi Nusa Tenggara Timur.
I

Ditetapkan di Kupang

TIMUR, h

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

SEKRh:TARIS DAEMH INSI

(

1

(

$

pada tanggal '11 Juni 2001

GUBERN,UR NUSA TENG

T ALEXANDER TALLO

TIMUR,

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
)R .-QS,t.. . sERt ..0 ., NoMoR 6.9c1 ,
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NOMOR STAHUN2OOI
TANGGAL It JUNI 2OOI

BAGAN STRUKTT'R ORGAMSASI
UMT PELAKSANA TEKMS DINAS PERBEM}IAN

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTI KULTTIRA
PROPINSI NUSA TENGGARA TI ITIUR
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GUBE
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TATA USAHA

Kl;l-OMP,OK J^B^TAN
t:l.tNCsloNnL

SI;KSI
PROI)(.lKSI llErNIl I l'A l)l

sEKSt
PRoDUKSI BENIII

PAI-A\\'I.IA

SI'KSI
PRODUKSI [}I;NIIi

IIoRTIKUL-N'RA DAN
ANI:K,\ Tn N,\N1..\^N

t{ n"USA'IINGGAIiA I

:T i\l-EX;\NDER 'IALLO
./-



t

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMI'R

KEPUTUSAN

zuBERIWR NUSA TEN6'6ARA TI MUR.

NOMOR 21 TAHUN 2OOO

TENTAN6

PELAKSANAAN PER,ATURAN DAERAH PROPIN5I

hffJsA TEN66ARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2OO1

TENTANG PEA4BENTUKAN CRGANI5A5I DA|J TATA KER.IA

UN:[T PELAKSANA TEKIiIIS DII'IAs PP.OPII'ISI

MJSA TEN66ARA TIML/R

Menirnbong

zuBERT..IIJR NUSA TENOGARA TII'IUR .

; o. bohwo Rqncongon Perqturcn Doeroh Propirrsi l'.iuso

Tenggoro Timurl tentong Pembentukan Orgoniscsi don

Tato KarJo Unit Pelaksano Teknis Dirros Propins! !'!u:,,;

Tenggora Timu*, taloh mendopot persrrtr'rjr'rr4 i-l2v7..'rn

Penruokrlon tlol yot Doeroh Proo tnst Nurso I enqQoro

Timur Nornor 19lDPRD/200i tunggol 11 iuni i001 dun

tcloh ditctopl<an olch 6ubcrnur I'lusa Tr:n99cra Tinut'

menj,:rdi Parafumn Do'emh Propinsi Nrtsn Tenggorr:

Tirnur Nomor 5 Tohr.rn 2001 tentonq Per'rbentukon

OrgunistrSi cJurr Tul<r l(erju Utril Peluksurt.., Tcirrris Dirr'-rs

Pr^opinci Nuco Tcnggara Tinrur ;

b. bohwo sesLlqi

Tohun 1999

peloksonoon

Pqsol 7? Undcrng-undcrng Nomor l('
tentong Petttet'irr tuliurt Duer't'li ,

Pcrofuran Docrcl'r d itr:tupLcn cJcngr.rrt

Kepufuson &lbernrln ;

I



Menoinoot 1.

. hnhwa selrrrhr rr,gan donaon lrnl tnr<r,.hrrl dr rr 1.o,r rnnkn
P€rlLl rnene1opkon Kcprlyyson buLre1.tgr, lrJus<r i .nqctcrrcr
Titttut, te. long peluksori.idr.i pel,u tr.ir,di,t U,r*..r1, ;, J;';,;l'lusc Tcnggarc Tinrur r'!<rnor 5 'it:!*.*r ricoi r..::,lr:rgPemhentuknn Orgoni.sr:si rjnn Totn f,er,,1 l/rrit
Peh:k.sano Teknis , Dinos propinsi Nuso ionoon.o
Tirnur, )

Undong-rrndonn lrJomor 64 Tohun 1g:11) tentnno
Pembe.ntui<an uaeroh-doer.oir Tingkor i Brrli, irlt.,;;
Turggara Borui dan ,'Juso Ten99.iru Tiriiiri' (Laii,,,.,.ii..iir
Nlego.e Tchu* 195g Nlcmo'' l16l Tan,b,ahc,,'t;;;,;"...
Neoor.o Nomor 1649) :

Undong-un,J.in9 itJ,;ino;^ g T,;jru,i l,))rl t;-iit,:n9 ,a,:kok_
pokok Kepego.r,rcion (l ennlrer.en .,.!egor.: T,rhi,t 1.g.,74
Nomor 50, Tombahcn Lemboron N)eaorrr lrlomo., 3041)
seboqairrr':no teiofr diuboh oengoi'r i/.c'ong.lin.,orq
f'Jctnor 4? Tohun tgg) te n1,cnq pc;-irbojicir Aia:;
Undong-undong \ronnor' g To.hr.rrr ri74 t,:.tcrrq pokc!..
pokok KeOr.,.nowcrion ([.r rn[161p11n l,,ie.r;or.<., tchr n ].y9g
Nomor 169, Tqmboirarr LemL,oru,,r ijcqc,r.o i,.iornor
"oon\ .

a

I

4.

l),

(Jndonq'urrdeno r'J,)rnor rt. ir:rrrrn ry:.,!r 1r., rr).!l
Fernerirrtoir,.rn L'(rcrch ii-.uririrrri..c.i.r i,i.;q,3p t, .i.ahurr i))g
t'lolrol' 50; Tanll-.:r!:.li.r i_c,;.llL:.:;.i1,..i f .r,l..r.ir-,) l..il;;;.,,; r 2?,?,)) :

[)crqtururt i:',zmr'-r'intcrh r\omol, i; i rrrrrrrr t,).dt., rr...ri lr:]ir1r
l(c,or'<iirusi K*giulurr .i.rrslr.ur, i,e:; ii[(,i '.,1r l.i,.r,,r u,,
(l'-cr:lb'-rr"cn I'Jcgcrrl 'l-cl:un 19gg l'.Jr:;;ror, l{); 'r'c;.rrl:r1,,:lr:

| -amlraran Neonrn Nomor 727 ,7, .\:

Pet'otui.o, P,lrner,i^.iulr l.loiiil.it, l5'l',.iiriiri l00O
Kewenengcn Penrelintch dc.,t Kr:,.vr.:non9..:n
Seboooi bnernlr Otonorn /i-r,.mlror.on hJeonr.o
20Cr0 Nomor 5ri, l-r:rnbrriron Lerni)r.rr.r.rn t{erJ,rro
395?) ;

r (rtil ul tq
D,.rrr.i.r..i

J'rrhrrn

i.jo mo r'



6, Pe.rntr ,;'.on Pe4enintnh Nomon gzl

Pedomqn Orqonisosi pemnqkot
Negaru Tohun AOOO l.lornor. tZq;

Tohrrn 2OO0 tentonn
Dqeroh (Lemborai

7' Pe,funnn pernenintrrh Nomor Io0 Tohr.rn ?ooo rnnf(rnr)
Pe.nqonqkoton pegawoi Neqari Sipii Doir:rnr foirorl,,,
St.ukturul (Lernborr.in iiegoi',i Turru, 2oco iJ,,r ,,,,, i)-,,,
Tambch.rn Lernbc!.en liJcgaa h]crnor 4Dtg) ;

B' Perotu.on uoerqh propinsi Nr.rso 'i-enqc1or.r.r 
r-irnur.

lJornor' 6 Tq'un acoc teriiorrg re,gu,.J.ri,qor, f,o,.u it-ri.<..,ii. Doeno!.. dan Kepufusan 6ub,e,.nur (Ldrnbar.cn D,rer^clr
Tohun ZOOO Nomor ?64 Sr-ri D l,lomor. ?64\ ,.

9' Perol'uron Doerorr p.opinsi l^.,,iso Taii99ci.; Tii;riir.
I'lomor 9 Tohun ZOOO t.ntang penrbentu kJ. ergonieesi
don Toto Kerio Dinas propinsi Nuso l-enoor:ro Tirnur(Lemboron Doeroh Torrun eo00 r'ronror. :,i; 

-s",., 
t)

Nornor ?AD;

10' Peroturan Doeroh prooinsi Nuso r e.noooro l rnrur.
lrlomor D Tohun AOOI renronq p".a"nru;;;;;rrnisosi
dcn Tatc Kerjo Unit peloksuna Tek,is Diriar pr-opir.,s,
N,-rso. Tenggoro. Tirnur j

[tE.ttUTUSKzll.J :

Menetopkon

PtrDT A TT lrr 9r\ , , lrr\l I /,{clal<gcnal,"" p"roluron Dccrah
Tiqrrrn No6or B Tnhrrn ?OO1
Orgonisosi don Tclto Ker.tq Unit
Propinsi Nuso Tenggor.o Tinrur,,

?rapind l.,luic,1'cnggar.u
tentana Pemhpnfr rknn

Peloksonq l'eknis Dinos

ttl

!l'r .

L -t-'

I

I
Itl
I

;l
I

I
I
I



KETI6A

KEE//,PAT

Yl:I Tll /r

Pa lnlr na n- 1

va>,,\,^-^ l- i ...,,1-t L-.^t-!,..(\r,Purrr-ru,r rrrr rrrq'ul ,er rrri{ir

dcngan ketent'"ran akan
dikemudion hari ternyoto

Penetopqnnyo.

Pr,rp in.li N)r r.<n

Peraturan Doeroh
Lri lrbdt.d11 L',a.i,r t,uli

sejak '|on99ol 11 .Iuni ?C01
d itin;eu kemL''ali oFaLl !1.

terdonof kekeliruon dolarn

KFbI,|A
t.

f.,\emarintahlan $qkrefnris l)nar.ah
Tenqgo.ra Timur urrtuk rnengurlcjonq kon
dirnoksud dengon o,:nerrrpo tanriyo J,r larin

Propinci l.Jusc Tenggarn Timur.,

Menugoskan AsistJn Administrosi Sekrr:far.is i)oerol.r
Prripinsi Nui;o Tenggolo l^irn.rr, cl,li ,tlepuia 

Diri,:rs
Perhubungon, Pcr.didiken .Jon l(,:buday,c:r. per..tanicn
Tanaman Ponnon' don flortikLrliuro. porkebunon,

Pendopoton t.,oer.ah, Pcrikortorr cjon Kelor.rtorr, p,:ternokorr,
Tenog.r Kc;,jo clor Tror, sin ig r..rsi, Sosio,l Jo,i Keseli,.r ior,
Pnopinsi l')usa Tenggerc rnrn3omlri! langkeh-lonr;kah delarn
ranoka te kn is nc lnk.sononn Perottrr.on Daerolr rJ irnclr sucl.

llol-hal lain yong belurn diatui. .Jolorn Kepulusair irii ako;-,
ditetopkan lcb ilr !i:ri1,,i!t sepcrjeng nangenai .tc!,rnis

Delaksonoonnya.

I

v

I l)it4,tnnlra6 Cli K,.rf,,:19

nodrtonqool 1i-5-i:oa1

Ill ,e r Tel\raa^6 /r

..tL.tr/1/'1 t\Lrtrl( t.1LL\,/_ -i rl

i

4


